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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

5.1.1. Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu upaya hukum yang 

dapat ditempuh oleh Pekerja sebagai mekanisme pemenuhan hak 

Pekerja yang tidak dibayarkan oleh pengusaha. Namun, hadirnya 

SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pengajuan 

permohonan kepailitan oleh Pekerja, justru menimbulkan 

problematika hukum dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan 

PKPU. Materi muatan SEMA No. 2 Tahun 2019 mensyaratkan 

adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukannya proses eksekusi 

sekurang-kurangnya tahap aanmaning yang kedua oleh Ketua 

Pengadilan Negeri membuat terjadinya perbedaan atau 

ketidaksesuaian konsep kepailitan dan PKPU, yang mana telah 

memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh 

Pekerja terhadap pengusaha yang tidak membayar hak-hak 

mereka. 

Apabila melihat dari hierarki peraturan perundang-

undangan, SEMA No. 2 Tahun 2019 tidak termasuk sebagai 

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

jo. Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Tidak diakomodirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai peraturan 

perundang-undangan, maka SEMA No. 2 Tahun 2019 lebih cocok 

dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel). Materi 

muatan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur syarat 

permohonan kepailitan oleh Pekerja sepatutnya tidak merubah, 

bertentangan, dan/atau memperluas syarat permohonan kepailitan 

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.  
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5.1.2. Kedudukan Pekerja sebagai kreditor dalam hukum kepailitan 

mempunyai kepentingan dalam pembagian harta pailit. Sebagai 

salah satu pihak yang berkepentingan, maka Pekerja dapat 

mengajukan permohonan pailit kepada pengusaha yang tidak 

membayar hak-hak Pekerja. Pengajuan permohonan kepailitan 

oleh Pekerja mengacu dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) 

UU Kepailitan dan PKPU, dan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 

2019. Materi muatan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang telah 

memperluas syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh 

Pekerja berakibat terhadap terlambatnya penyelesaian hak-hak 

Pekerja karena harus menempuh jalur PPHI terlebih dahulu. 

Mekanisme kepailitan sebagai salah satu pelindungan hukum 

yang dapat diberikan kepada Pekerja untuk melakukan 

pemenuhan hak-hak normatif mereka yang tidak dibayarkan oleh 

pengusaha menjadi tidak terpenuhi dan berimplikasi terhadap 

terlindunginya Pekerja itu sendiri.  

Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2019 telah memperluas 

syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja, disatu sisi 

ketentuan yang termaktub dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 

memiliki sisi positif, yakni memperjelas jumlah keseluruhan hak-

hak Pekerja yang telah menjadi utang. Hal ini dikarenakan 

banyaknya hak-hak normatif yang diperoleh Pekerja dapat 

menyulitkan proses pembuktian unsur utang yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

yang telah berkekuatan hukum tetap dapat membantu proses 

pembuktian guna memperkuat dalil Pekerja bahwa terdapatnya 

utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan 

menempuh Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu, hal 

tersebut dapat memberikan pelindungan hukum kepada Pekerja itu 

sendiri. 
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5.2.  Saran  

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kesimpulan di atas, saran 

yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan pada penulisan ini 

antara lain: 

1. Dilakukan pembaharuan UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan 

syarat pengajuan permohonan kepailitan oleh Pekerja. Rumitnya 

hak-hak normatif yang diperoleh Pekerja akan menyulitkan 

pembuktian secara sederhana apabila secara langsung diselesaikan 

di Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang 

berkekuatan hukum tetap dapat menentukan keseluruhan jumlah 

utang yang seharusnya diperoleh Pekerja. 

2. SEMA yang tergolong sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) 

dan tidak diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, 

maka pembentukan SEMA seharusnya tidak merubah maupun 

memperluas peraturan perundang-undangan. 
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